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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 
 
Implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar 
ISP (Indikator Safeguard Program) BPDLH. Pada aspek kepatuhan hukum dan akuntabilitas (ISP 
1), seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan administratif yang sah, termasuk 
SK alokasi dana RBP REDD+, regulasi daerah, pedoman operasional program, serta dokumen 
teknis seperti ToR, Surat Tugas, dan Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(RHL). Pada tahun pelaporan, telah difasilitasi penyusunan dan verifikasi RANTEK RHL seluas 
±25 hektare di Desa Sindangpalay, Kabupaten Garut, lengkap dengan legalitas kelompok dan 
lokasi sasaran program, sehingga meminimalkan potensi risiko administratif maupun konflik lahan. 
 
Dalam aspek ketenagakerjaan dan kondisi kerja (ISP 2), pelaksanaan program menerapkan 
prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi dalam setiap proses rekrutmen dan 
pengadaan. Publikasi dilakukan secara terbuka dan mencantumkan komitmen pencegahan 
pelecehan, eksploitasi, serta perlindungan kelompok rentan. Mekanisme pengaduan juga 
disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan serta melalui media informasi di lokasi kegiatan, 
guna memastikan tersedianya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses. 
 
Pada aspek efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan (ISP 3), setiap kegiatan seperti 
bimtek, FGD, workshop, dan pertemuan menerapkan pengelolaan limbah domestik dengan prinsip 
pemilahan dan pembuangan sesuai prosedur setempat. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan 
dan keselamatan masyarakat (ISP 4), seluruh kegiatan diawali dengan briefing keselamatan yang 
mencakup jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), dan prosedur tanggap 
darurat medis. 
 
Implementasi ISP 5 terkait pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan dilaksanakan 
melalui pendekatan partisipatif dan persetujuan sukarela. Sebelum kegiatan RHL dilaksanakan, 
dilakukan sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat. Sebanyak 54 pemilik lahan 
menandatangani berita acara persetujuan tertulis atas penggunaan lahan mereka secara sukarela 
tanpa tekanan. Mekanisme serupa juga diterapkan pada penempatan sarana prasarana Program 
Kampung Iklim (ProKlim) di dua desa, yang didahului kesepakatan tertulis mengenai izin lokasi 
dan komitmen pengelolaan bersama. 
 
Dari sisi pelibatan pemangku kepentingan (ISP 10), program memastikan keterbukaan informasi 
melalui sosialisasi di tingkat tapak sebelum implementasi kegiatan. Pemerintah desa, OPD terkait, 
kelompok tani hutan, dan kelompok pegiat lingkungan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan monitoring. Dokumentasi stakeholder serta publikasi kegiatan menjadi bagian 
dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik. 
 
Komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (ISP 12) juga menunjukkan 
capaian positif. Dari total 308 peserta kegiatan pada tahun 2025, sebanyak 101 peserta (49%) 
adalah perempuan, melampaui target minimum 20% keterlibatan perempuan. Partisipasi 
perempuan tertinggi terjadi pada kegiatan sosialisasi dan bimtek ProKlim, mencerminkan 
meningkatnya ruang partisipasi perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di 
tingkat tapak. 
 
 
 
 
  



 

PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan 
bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa 
seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan 
sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan 
bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk 
pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa 
implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan 
ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen 
Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen 
utama perlindungan.  
 
ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan 
pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS 
disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta 
standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan 
dengan kebijakan nasional melalui Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan 
Pengelola Dana Lingkungan BPDLH. 
 
Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jawa Barat 
dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku 
kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan 
gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, 
transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.  
 
Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, 
mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Jawa Barat memperkuat komitmen ini melalui penyediaan 
data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan 
keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak 
masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk 
kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan 
penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan 
lokal, dan menjaga kelestarian hutan Jawa Barat. 
 
 
 

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH 
 

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH 
 

 
 

TUJUAN 
 
Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh 
potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, 
diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan 
untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan 
masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan 
berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat di Kalimantan Tengah.



 

KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH 
 
Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, 
yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat: 
 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 1.  
Kepatuhan 
Terhadap Hukum 
dan Akuntabilitas 

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana 
diatur dalam ESMS BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum 
nasional/daerah serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan 
BPDLH,  
 
Berikut adalah dasar kebijakan/hukum yang mendasari Implementasi 
Program RBP REDD+ Jawa Barat: 
 
1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan 

Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 
– 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan 
II “Result based payment for verified emission reduction” yang 
dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023 

     
Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 di 
Provinsi Jawa Barat mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 
tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ 
for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori 
Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang 
dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci 
mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban 
administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan 
pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan 
mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi 
kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, 
dan ketentuan audit. 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 

 

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai pedoman teknis mitigasi perubahan iklim 
di Jabar. Perda ini mengoordinasikan Bappeda untuk memantau aksi 
pengurangan emisi, terutama pada sektor energi, transportasi, dan limbah. 
Dokumen ini mengintegrasikan target penurunan emisi ke dalam rencana 
pembangunan daerah. 
 

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) 
REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan 
Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 
 

Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur 
(SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF 
Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan 
kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun 
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 
tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. 
 

   
SOP menjadi acuan bagi Lemtara 
dan Penerima Manfaat dalam 
mengelola dan mengadministrasikan 
dana proyek secara tertib, 
transparan, dan akuntabel. SOP dan 
POP mengatur tata kelola proyek, 
mekanisme penyaluran dana, 
pengelolaan kegiatan, koordinasi, 
serta persyaratan administratif yang 
wajib dipenuhi dalam pelaksanaan 
program. 
 
Selain itu, penerapan sistem 
manajemen lingkungan dan sosial 
mengacu pada Pedoman BPDLH 
sesuai Peraturan Direktur Utama 
BPDLH No. 03/BPDLH/2022 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka 
Pengaman Lingkungan dan Sosial 
(Safeguards). 
 

4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari 
bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari 
penerima manfaat) 
 

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan 
kegiatan oleh pelaksana kegiatan di Provinsi Jawa Barat (Dinas Kehutanan 
dan Dinas Lingkungan Hidup), merupakan bagian dari dokumen 
persetujuan resmi dari instansi yang berwenang, yang menjadi dasar legal 
bahwa kegiatan dapat dilaksanakan serta diproses pembiayaannya. 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
Berikut adalah contoh ToR, Surat Tugas dan Undangan yang diterbitkan di 
periode 2025: 
 

   
 
Ketiga dokumen tersebut menjadi 
dasar legal pelaksanaan kegiatan di 
lapangan karena memuat mandat, 
ruang lingkup tugas, lokasi, serta 
pihak yang berwenang 
melaksanakan kegiatan. Melalui 
penerbitan dokumen-dokumen ini, 
setiap aktivitas Program RBP 
REDD+ GCF Output 2 dipastikan 
telah memperoleh persetujuan 
administratif, berada dalam koridor 
kewenangan pemerintah daerah 
maupun lembaga terkait, serta 
memenuhi prinsip akuntabilitas dan 
kepatuhan hukum sesuai standar 
ISP 1. 
 
Dokumen tersebut juga berfungsi 
sebagai bukti kepatuhan terhadap 

prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, 
pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan 
berdasarkan mandat yang sah 
 

5. Dokumen Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen 
Rancangan Teknis RHL dengan pola pengayaan tanaman) 
 

Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(RHL) merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar perencanaan, 
pelaksanaan, serta pengendalian mutu kegiatan RHL di lapangan. RANTEK 
memuat hasil identifikasi kondisi biofisik dan sosial lokasi, analisis 
kebutuhan rehabilitasi, pemilihan jenis tanaman sesuai karakteristik tapak, 
pola pengayaan tanaman, rencana tata waktu pelaksanaan, serta estimasi 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
kebutuhan biaya dan tenaga kerja. Dengan adanya RANTEK, kegiatan RHL 
memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kaidah teknis 
kehutanan serta prinsip keberlanjutan. 
 
Pada periode tahun 2025, telah difasilitasi kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat, pengambilan dan verifikasi data lapangan, serta penyusunan 
Dokumen RANTEK RHL untuk luasan ±25 hektare. Kegiatan RHL tersebut 
berlokasi di Desa Sindangpalay, Kecamatan Parangpawitan, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat.  

 

 
 
6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok 

masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal) 
 

Dokumen legalitas kelompok dan/atau lokasi target program merupakan 
bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat memiliki status 
kelembagaan yang diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat 
utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 guna 
memastikan bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Dengan terpenuhinya dokumen legalitas tersebut, program dapat 
memastikan bahwa seluruh intervensi dilaksanakan pada kelompok dan 
lokasi yang memenuhi persyaratan administratif, meminimalkan potensi 
konflik atau sengketa lahan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan 
terhadap prinsip safeguard ISP 1. Pada periode tahun 2025, dokumen yang 
dipenuhi dan diverifikasi mencakup: 
 

a) Sertifikat Kelompok Kampung Iklim (Proklim) 
 
Periode 2025, kegiatan proklim melalui pembinaan dan dukungan 
teknologi dilakukan di 2 Desa (Desa Cipaganti dan Cikandang). 
Desa proklim ini diberikan dukungan alat pencacah sampah sebagai 
bentuk dukungan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
 

 

 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
b) SK Pembentukan Kelompok Tani Hutan – Kelompok Penerima 

manfaat pengayaan tanaman di kegiatan RHL 

 

 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

7. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di 
tingkat Nasional dan Provinsi 

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan 
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan 
langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan 
seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan 
kegiatan.  
 
Di provinsi Jawab, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di 
tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard 
selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf 
safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, 
memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi 
dipatuhi, sementara Koordinator Program di tingkat provinsi melakukan 
monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap 
kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi. 
 

ISP 2.  
Ketenagakerjaan 
dan Kondisi Kerja 

1. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas  (ToR 
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) 

Proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, 
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan 
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR 
maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh 
peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka 
bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha 
dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau 
kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini, 
Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, 
dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada 
bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, 
maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP 
REDD+ GCF Output 2. 
 

a) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi 

Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas 
melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, 
akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa 
membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok 
rentan. 
 
Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, 
Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku 
tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi 
dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan 
keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-
anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat 
dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh 
proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, 
termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait 
risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja 
dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.  
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

 

 

 
Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment 
safeguard dan non diskriminasi:  
https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-
rbp-jawa-barat/ 

https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/
https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/


 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme 
penanganan keluhan 
 

Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, 
Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui 
pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner 
informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, 
Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami 
pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan 
kekerasan seksual. 
 

 
Penerapan sosialisasi dan penyediaan banner kanal pengaduan secara 
konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang 
aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin 
ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan 
responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

 

 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 3.  
Efisiensi Sumber 
Daya dan 
Menjaga Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas 
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan 
kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan 
pelaksanaan proyek. 

 
 

 
Implementasi kegiatan di periode 2025, pelaksana kegiatan telah 
menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan 
Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Jawa Barat. Pengelolaan limbah 
dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan 
lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap 
lingkungan. 
 
Dalam setiap kegiatan, pelaksana  memastikan tersedianya fasilitas 
pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun 
kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada 
acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah 
makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang 
sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan. 
 



 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 4. Kesehatan 
dan Keselamatan 
Masyarakat.  

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat, 
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi , pengenalan alat APAR, 
penanganan darurat terkait medis  dll.  
 

Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur 
evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur 
penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov 
memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, 
mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari 
risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung. 
 

 
Video pemaparan sort briefing: 
https://drive.google.com/file/d/1IgC43vzYk87B_d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/vi
ew?usp=sharing 
 

ISP 5. 
Pembebasan 
Lahan, Rencana 
Pemukiman 
Kembali dan 
Pembatasan 
Penggunaan 
Lahan  

1. Berita Acara Dukungan Pelaksanaan RHL dari Masyarakat 

 
Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani pada kegiatan sosialisasi 
rencana pelaksanaan RHL di Desa Sindangpalay, Kecamatan 
Karangpawitan, Kabupaten Garut, merupakan bagian dari implementasi 
kepatuhan terhadap ISP 5. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan 
sebelum implementasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya 
pada rencana pengayaan tanaman di Blok Cipandawa dan Cicipu seluas 
±25 hektar. 
 
Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang 
terdampak maupun berkepentingan memahami ruang lingkup kegiatan, 
jenis tanaman yang akan dikembangkan (Suren, Alpukat Aligator/Alpukat 
Miki, dan Kopi Arabika), serta implikasi terhadap akses dan penggunaan 
lahan. Melalui forum tersebut, para pihak menyatakan persetujuan secara 
sukarela tanpa adanya tekanan, yang kemudian diformalkan melalui Berita 
Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok tani 
hutan, pemerintah desa, serta perwakilan CDK kehutanan. 
 
Proses ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
memastikan bahwa kegiatan tidak membatasi akses masyarakat terhadap 
sumber penghidupan tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama.  

https://drive.google.com/file/d/1IgC43vzYk87B_d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgC43vzYk87B_d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing


 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
 

 
 

2. Berita Acara Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Untuk 
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
 

Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan 
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, proses implementasi kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilanjutkan dengan fasilitasi 
penyusunan dokumen persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik 
lahan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kab 
Garut guna memastikan bahwa setiap lahan yang menjadi lokasi kegiatan 
telah memperoleh izin secara sah dari pemiliknya. 
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Dalam proses tersebut, pemilik lahan kembali diberikan penjelasan secara 
rinci mengenai rencana kegiatan penanaman, jenis tanaman yang akan 
dikembangkan, pola pengelolaan, serta implikasi terhadap pemanfaatan 
lahan. Setelah memastikan bahwa informasi dipahami secara utuh, pemilik 
lahan menyatakan persetujuan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan 
dari pihak mana pun, yang kemudian dituangkan dalam dokumen 
persetujuan tertulis dan diketahui oleh pemerintah desa atau otoritas 
setempat. 
 
Berikut adalah berita acara persetujuan lahan di 54 petani, di Desa 
Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut seluas 25 Ha: 
  

   

   
 

3. Berita Acara Kesepakatan Perijinan Lokasi dan Komitment 
Merawat dan Mengelola Dukungan Sarpras Proklim 

 
Penempatan alat pencacah sampah organik dalam kegiatan Program 
Kampung Iklim (ProKlim) di 2 Desa yaitu Cikandang dan Cisurupan 
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ISP 5. Perijinan lahan 
sebelum alat ditempatkan, dilakukan proses musyawarah dan sosialisasi 
bersama masyarakat serta pihak yang memiliki kewenangan atas lokasi 
yang akan digunakan.  
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Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi tidak 
menimbulkan dampak sosial lainnya.  
 
Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara 
Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Barat dan 2 perwakilan kelompok proklim yang didukung. 
Dokumen ini memuat persetujuan atas lokasi penempatan alat, pengaturan 
tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, serta komitmen bahwa 
fasilitas digunakan untuk kepentingan bersama. 
 

   
 

   

ISP 6. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Pengelolaan 

- 
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Sumber Daya 
Alam Hayati Yang 
Berkelanjutan  

ISP 7. 
Perlindungan dan 
Partisipasi/ 
Pelibatan 
Masyarakat 
Hukum Adat  

- 

ISP 8. 
Perlindungan 
Warisan Budaya  

- 

ISP 9. Komitmen 
Lingkungan dan 
Sosial Bagi 
Lembaga 
Penyalur  

- 

ISP 10. Pelibatan 
Para Pemangku 
Kepentingan dan 
Pengungkapan 
Informasi  

1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder 
dan atau penerima manfaat tigkat tapak. 

 
 
Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk  pmenuhan 
prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana 
program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan 
secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan 
pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa 
masyarakat, pemerintah desa, kelompok dan pihak terkait lainnya yang 
menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta 
potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program 
memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, 
berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan 
kegiatan. 
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Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum 
implementasi: 

a) Sub Kegiatan 1.1.1.1. Sosialisasi, Pengumpulan data dan Bimtek 
Rencana RHL 

b) Sub Kegiatan 1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklim 

2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan 

Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang 
terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program di 
Periode Tahun 2025 
 
3. Publikasi Implementasi Program 

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program 
di periode Tahun 2025 
 

ISP 11. Risiko 
Perpindahan 
Karbon  

- 

ISP 12. Kualitas 
Sosial 
Masyarakat, 
Pengarusutamaa
n Gender, 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan 
Kelompok Rentan  

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan 
 

Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten 
menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang 
adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung 
perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari 
koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek) 
 
Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan 
mencapai 101 orang dibanding 207 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan 
perempuan berada pada kisaran 49% dari total peserta. Proporsi ini lebih 
dari target yang di tentukan sebesar 20% keterlibatan perempuan dalam 
kegiatan RBP GCF Output 2 di provinsi Jawa Barat.  
 
Kegiatan dengan pelibatan perempuan tertinggi pada saat kegiatan 
sosialisasi dan bimtek proklim sebesar 43 perempuan, menyumbang 24% 
keterlibatan dari kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025. 
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 Berikut rincian data gender periode impelementasi tahun 2025: 

   

Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase 

1.1.1.1. Pengayaan tanaman  
 

140 27 19% 

1.3.1.1.  Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklim 21 43 205% 

1.3.1.2   Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di 
Tingkat Tapak 

5 4 80% 

1.3.1.3.  Pembinaan desa proklim (Perjadin) 13 7 54% 

1.3.5.1.  Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN 28 20 71% 
TOTAL 207 101 49% 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program 

KEGIATAN STAKEHOLDER TERLIBAT PERAN 

1.1.1.1. Pengayaan 
tanaman  

 

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Barat 

Sebagai pelaksana kegiatan RHL dan 
penanggung jawab kegiatan 

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 
V  

Sebagai pelaksana teknis kegiatan 
RHL dan penanggung jawab kegiatan 
di Kab Garut 

Aparat Desa Sindangpalay  Informan dan menjadi bagian dari 
koordinasi ditingkat tapak 

Kelompok Tani Hutan (KTH) Lingga 
Lestari Mandiri 

Penerima manfaat kegiatan RHL di 
tingkat tapak (pelibatan dalam 
perencanaan, pelaku penanaman) 

1.3.1.1.  
Sosialisasi 
dan bimtek 
pelaksanaan 
proklim\ 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat  

Sebagai narasumber dalam kegiatan  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Garut  

Sebagai pelaksana kegiatan  

Camat Pasirwangi  Sebagai undangan dan bagian dari 
koordinasi dan dukungan kegiatan 

Kepala Desa Padaawas  Sebagai undangan dan bagian dari 
koordinasi dan dukungan kegiatan 

Kepala Desa Barusari Sebagai undangan dan bagian dari 
koordinasi dan dukungan kegiatan 

Kelompok Pegiat Lingkungan di 
Desa Padaawas  

Sebagai tamu undangan dan target 
kelompok baru Proklim  

Kelompok Pegiat Lingkungan di 
Desa Barusari  

Sebagai tamu undangan dan target 
kelompok baru Proklim  

1.3.1.2   
Fasilitasi aksi 
dan adaptasi 
Mitigasi di 
Tingkat Tapak 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat  
 

Pelaksana kegiatan dan penanggung 
jawab kegiatan 
 

Kelompok kampung iklim Sebagai penerima manfaat dari 
dukungan aksi adaptasi pengolahasn 
sampah 
 

1.3.1.3.  
Pembinaan 
desa proklim 
(Perjadin) 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat  

 

Sebagai pelaksana kegiatan  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Garut 

pelaksana kegiatan di tingkat tapak 

Kepala Desa Cipaganti sebagai bagian dari koordinasi  dan 
dukungan kegiatan 

Kepala Desa Cikandang sebagai bagian dari koordinasi  dan 
dukungan kegiatan 

Kelompok Proklim KTH Pemuda 
Konservasi RISMET 

Penerima manfaat  pembinaan dan 
pelaksana aksi prokilim di tingkat 
tapak 

Kelompok Proklim Balebat Penerima manfaat  pembinaan dan 
pelaksana aksi prokilim di tingkat 
tapak 

1.3.5.1.  
Monev dan 
Pelaporan 
Aksi Mitigasi 
di SRN 

Dinas Kehutanan Provinsi dan 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi     
Jawa Barat 

Sebagai pelaksana kegiatan 

Lemtara Monitoring dan update capaian 
kegiatan 

 



 

Lampiran 2. Daftar publikasi program 
 

Provinsi Kategori 
Berita Media Tema Tanggal 

Publikasi Link 
Jawa 
Barat 

Artikel Online Menguatkan 
Aksi Iklim dari 
Desa untuk 
Indonesia 
Berkelanjutan 

15 
November 
2025 

https://www.instagram.com/reel/DREYBBiD9Fl/?igsh=aWtqaHoyOHIxMHc2 

Jawa 
Barat 

Artikel Online Menguatkan 
Aksi Iklim 
Berbasis 
Komunitas 
Menuju Jawa 
Barat Tangguh 
Iklim 

17 
November 
2025 

https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=OWxoZ2JrczRhZWF3 

Jawa 
Barat 

Artikel Online Memperkuat 
Pengelolaan 
Sampah 
Organik Menuju 
Desa Tangguh 
Iklim 

17 
November 
2025 

https://www.instagram.com/reel/DRJFog6j2gF/?igsh=MTVxN2l5eGg0bDZreQ%3D%3D 

Jawa 
Barat 

Artikel Online Sosialisasi 
Kegiatan 
Rehabilitasi 
Hutan dan 
Lahan Model 
Pengayaan 
Tanaman pada 
Kegiatan RBP-
REDD+ di Aula 
Kantor Desa 
Sindangpalay 

26 
November 
2025 

https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhhczZ2 

 

https://www.instagram.com/reel/DREYBBiD9Fl/?igsh=aWtqaHoyOHIxMHc2
https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=OWxoZ2JrczRhZWF3
https://www.instagram.com/reel/DRJFog6j2gF/?igsh=MTVxN2l5eGg0bDZreQ%3D%3D
https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhhczZ2


 

 


